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Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik

Tingkat Kabupaten Takalar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubiik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:;

Peraturan Badan Pengawas Pemiiihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomaor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemifihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemiiihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawasiu Provinsi, dan Bawasiu Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pencegahan terhadap.

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pernilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang
meliputi:
a. pendaftaran pasangan calon;
b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon, dan
¢. penetapan pasangan calon.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024:

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar



Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan
Wakil Walikota, sebagai berikut:

e Penetapan Pasangan Calon, jadwal awal pada Hari Minggu, 22 September 2024 dan
jadwal akhir pada Hari Minggu, 22 September 2024.

4. Peraturan mengenai larangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilarang
mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan
pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Polittk dilarang menarik pasangan calonnya
dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sefak ditetapkan
sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya
dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat

mengusulkan pasangan calon pengganti.

(3)

5. Peraturan mengenai ketentuan pidana larangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
dilarang mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan
pelaksanaan pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada

Pasal-Pasal sebagai berikut:
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Pasal 181 Ayat (2), yang berbunyi:

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan
sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan
yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puiuh empat) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (tima puluh

miliar rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem Ketatanegaraan yang
demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian
hukum pada tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau Pimpinan Partai Politik atau gabungan
pimpinan Partai Politik untuk tidak menarik pasangan calonnya setelah ditetapkan
oleh KPU Kabupaten sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nellyati, S.Hum. M.H.

Tembusan;
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip
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